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AKIBAT HUKUM PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA
PAJAK SETELAH BERLAKUNYA e-FAKTUR

ABSTRAK

Penerimaan negara dari sektor pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun, karena
pajak merupakan penerimaan negara yang bersifat internal dan membuat negara memiliki
daya saing semakin kuat di era globalisasi seperti saat ini. Banyak cara yang dilakukan
pemerintah untuk mengamankan penerimaannya dari sektor pajak tersebut, selain dari sisi
ekstensifikasi dan intensifikasi, pemerintah juga memperbaiki sistem administrasinya.
Beberapa tahun yang lalu, banyak terjadi kebocoran dari penerimaan Pajak Pertambahan
Nilai (VAT) karena banyak kasus faktur pajak fiktif, oleh karena itu pemerintah
memperbaiki sistem penerbitan dan pelaporan faktur pajak sebagai bukti pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai (VAT) dengan menerapkan sistem secara on line atau yang
disebut dengan sistem e-Faktur. Akan tetapi penerapan sistem e-Faktur ini menyebabkan
akibat hukum bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Masukan yang menerima faktur pajak
dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) Keluaran yang mencabut Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajaknya dikarenakan sudah selesai proyek atau pekerjaannya (Wajib Pajak lokasi)
atau penutupan cabang, karena saat perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak-nya memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagai
Wajib Pajak lokasi atau cabang. Oleh karena perlu dilakukan penelitian terhadap akibat
hukum dan upaya hukum yang perlu dilakukan atas dampak pencabutan pengukuhan
pengusaha kena pajak dengan berlakunya sistem e-Faktur.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pengusaha Kena Pajak, e-Faktur



LEGAL CONSEQUENCES OF THE NULLICFICATION OF A COMPANY’S
TAXABLE CONFIRMATION LETTER

ABSTRACT

Government’s revenue from tax sector would always increase from year to year,
due to its’ property as_an internal revenue. This also provided a country with a better
competitive edge.in this era of globalization. A country’s government might utilize many
methods to. secure its income from the tax sector. Extensification and intensification
aside, the government also kept on improving its administration system. Several years
ago, there were cases of missed Value Added Tax (VAT) revenue because of the
appearance of fictitious tax invoices, the government immediately implemented some
improvements to the creation and filing of tax invoices as evidence of VAT payments
through  on-line methods, this was called the E-Invoice (E-Faktur). However, the
implementation of such system caused legal repercussions to Taxable companies, who
received their Incoming Tax invoices from other Taxable companies that had revoked
their taxable confirmation letters due to the conclusion of a project or a task (taxable
location) or the closure of a branch office. Such legal repercussions were caused by the
fulfillment of subjective and objective conditions by the receiving taxable companies for a
taxable location or a branch office. This necessitated further research on the subject of
legal consequences and legal efforts that needed to be done on the aftermath of a Tax
Confirmation Letter nullification due to the implementation of e-Invoice (E-Faktur).

Keywords: Legal Consequences, Company’s Taxable, e-Invaice
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Bahwa akibat hukum bagi penerima Faktur Pajak atas pencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) setelah berlakunya e-Faktur yaitu
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima Faktur Pajak Masukan dan
mengakui atau mengkreditkannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 seperti diatur Pasal 9 ayat (9) tidak dapat mengakui
atau mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang diterimanya karena
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak Keluaran
melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan proses
permohonan pencabutannya disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat kedudukan (domisili) Pengusaha
Kena Pajak (PKP) dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima Faktur Pajak atas
pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) setelah berlakunya
e-Faktur yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima Faktur Pajak
Masukan tetapi tidak dapat mengakui atau mengkreditkannya karena pihak
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut telah
mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan cara bahwa
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima Faktur Pajak Masukan untuk
membuat surat penangguhan pencabutan Pengusaha Kena Pajak kepada

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat



kedudukan (domisili) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan
Faktur Pajak Keluaran sampai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima

Faktur Pajak Masukan tersebut dapat mengakui atau mengkreditkannya.

B. Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai fungsi sebagai fungsi
perumusan dan fungsi pelaksanaan dalam kebijakan perpajakan dan dengan
adanya akibat hukum bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerima Faktur
Pajak Masukan atas pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
yang menerbitkan Faktur Pajak Keluaran setelah berlakunya e-Faktur, maka
diharapkan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak yang mengatur bahwa permohonan pencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan disetujui setelah 3 (tiga)
bulan setelah masa atau bulan penerbitan Faktur Pajak Keluaran terakhir.

2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima Faktur Pajak Masukan
disarankan untuk mengkomunikasikan akibat hukum bagi Pengusaha Kena
Pajak (PKP) penerima Faktur Pajak Masukan atas pencabutan pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak Keluaran
setelah berlakunya e-Faktur dengan menuliskan surat kepada Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima
Faktur Pajak Masukan dapat memohonkan penangguhan kepada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang
menerbitkan Faktur Pajak Keluaran berdomisili atau bertempat kedudukan

agar proses permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak



(PKP) yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut agar
dapat ditangguhkan sampai dengan Faktur Pajak Masukan yang diterima

dapat diakui atau dikreditkan.

3. Sesuai dengan upaya pemerintah secara berkelanjutan berupaya untuk
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